PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 10 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENYIMPANAN BAHAN BAKAR MINYAK

Menimbang

Mengingat :

Perda No. 10 Th. 2005

(BBM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban dan
keamanan serta kenyamanan dalam berusaha di bidang
penyimpanan bahan bakar minyak, perlu dilakukan
pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap
pengusaha yang bergerak di bidang penyimpanan
bahan bakar minyak di kota Pangkalpinang ;

bahwa penertiban, pembinaan dan pengawasan
terhadap penyimpanan bahan bakar minyak dianggap
perlu ditetapkan retribusi perizinan tertentu;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Retribusi
Izin Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 217 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);

. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4048);

. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak

dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4152);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004
Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4139) ;

Keputusan Presiden Nomor 09 Tahun 2002 tentang
Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 5) ;

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun
2000 tentang Kewenangan Kota Pangkalpinang,
(Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2000
Nomor 18 Seri D Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 04 Tahun
2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat-Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang
(Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2003
Nomor 08 Seri D-Nomor 03);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
Dan
WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAHTENTANG IZIN PENYIMPANAN

BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DALAM KOTA
PANGKALPINANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

10.

11.

Kota adalah Kota Pangkalpinang;
Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang;

Walikota adalah Walikota Pangkalpinang;

Bagian Perekonomian adalah Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
Kota Pangkalpinang;

Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah;

Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari
minyak bumi;

Penyimpanan Bahan Bakar Minyak adalah kegiatan penerimaan,
pengumpulan, penampungan dan penyaluran minyak bumi;

Izin Penyimpanan Bahan Bakar Minyak adalah izin yang diberikan kepada
badan usaha atau perorangan untuk menyediakan tempat penyimpanan
dan atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;

Retribusi izin penyimpanan bahan bakar minyak yang selanjutnya disebut
retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin
penyimpanan bahan bakar minyak kepada orang pribadi atau badan usaha
yang akan melakukan kegiatan penyimpanan bahan bakar minyak;

Stasiun pengisian bahan bakar minyak umum yang selanjutnya disebut
SPBU adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum untuk melayani
kendaraan bermotor;
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Premium solar packed dealer yang selanjutnya disebut PSPD adalah
tempat pengisian bahan bakar umum untuk kendaraan bermotor dan
nelayan dengan fasilitas sederhana yang belum bisa dan layak didirikan
SPBU;

Agen premium dan minyak solar yang selanjutnya disebut APMS adalah
tempat pengisian bahan bakar umum untuk kendaraan bermotor yang
berada pada lokasi terpencil;

Tempat penyimpanan bahan bakar minyak Kklasifikasi A adalah tempat
penyimpanan dengan jumlah kapasitas di atas 30.000 (tiga puluh ribu)
liter;

Tempat penyimpanan bahan bakar minyak klasifikasi B adalah tempat
penyimpanan dengan kapasitas di atas 10.000 (sepuluh ribu) liter;

Tempat penyimpanan bahan bakar minyak Kklasifikasi C adalah tempat
penyimpanan sampai dengan jumlah kapasitas 10.000 (sepuluh ribu) liter;

Pangkalan adalah mata rantai penyaluran dari agen yang menyimpan
bahan bakar minyak tanah untuk disalurkan ke konsumen;

Pool konsumen yang selanjutnya disebut distributor adalah orang atau

badan yang menyimpan bahan bakar minyak untuk disalurkan ke
konsumen.

BAB II
IZIN PENYIMPANAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)

Pasal 2

Setiap kegiatan / usaha penyimpanan bahan bakar minyak dari sumber yang
legal dalam wilayah Kota harus memiliki izin baik SPBU, PSPD, APMS,
Distributor, dan Pangakalan Minyak Tanah untuk menyimpan Bahan Bakar
Minyak.

(1)
(2)

Pasal 3
Izin Penyimpanan Bahan Bakar Minyak dikeluarkan oleh Walikota;
Klasifikasi izin penyimpanan Bahan Bakar Minyak adalah sebagai berikut:
a. Klasifikasi A;

b. Klasifikasi B;
c. Klasifikasi C.

Pasal 4

Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 (dua) Peraturan Daerah ini dapat
diberikan kepada :

a.

Perusahaan Negara;
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cooo

(1).

(2).

(3).

(1)

(2)

(1)

(2)

Perusahaan Daerah;

Badan Usaha/ Koperasi;

Usaha Perorangan;

Perusahaan Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri.
Pasal 5

Setiap adanya penambahan jumlah kapasitas penyimpanan, harus

mendapat persetujuan tertulis dari Walikota sepanjang tidak merubah

klasifikasi izin;

Penambahan jumlah kapasitas penyimpanan dari yang merubah klasifikasi
izin diharuskan membuat izin baru;

Dalam hal pemindahan lokasi usaha dan pengalihan hak atas usaha,
diharuskan membuat izin baru.

BAB 111
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 6

Permohonan untuk mendapatkan izin diajukan kepada Walikota dengan
melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan;

Syarat-syarat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB IV
JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN

Pasal 7

Izin usaha diberikan untuk waktu yang tidak terbatas selama usaha masih
berjalan dan harus didaftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali;

Apabila izin tidak didaftar ulang, izin tersebut dianggap tidak berlaku lagi
dan diwajibkan untuk membuat izin yang baru.

BAB V
NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 8

Dengan nama Retribusi Izin Penyimpanan Bahan Bakar Minyak, dipungut
retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin Penyimpanan
Bahan Bakar Minyak.
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